
c. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagai.mana 
dim.aksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daer ah Kota Keodari Tahun Anggaran 2021. 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang diajukan merupakan 
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang d.ijabarkan 
ke dalam perubahan kebijakao. urn urn APBD serta 
peru bahan. prioritas dan plafon anggaran 
sementara yang telah disepakati antara 
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 
bulan 8 tahun 2021. 

a. hahwa untuk melak:sanak:an ketentuan pasal 317 ayat 
(1) Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinlah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
persetujuan Bersama; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA KENDARI 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURANDAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR '5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DANDELANJA DAERAH 

KOTA KENDARI TAILUN ANGGARAN 2021 

WALIKOTA KENDARl 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tam.bahan Lembarari Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Ta:rnbahan Lembaran Negara 
Republik rndonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang .Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Und-ang Nomor 28 Tarrun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Cndoncsia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il [Lembaran 
.Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3602); 

Mengingat 



5587) sebagai.mana telab cliubah beberapa kali 

terakh:ir dengan Uridarig- Undang Nornor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Taml>ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerab. dan 
Wakil Kepala Daerah (Lerribaran Negara Republik 
Jndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtilc Indonesia Nornor 
4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembarari Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagai.mana telah diubah dengan Peraturan 
Pem.erin.tah Republik lndonesia riornor 7 4 Tahun 
2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerin.tah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
·entang Dana Perimbarigan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137 .. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah. Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjaw-aban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infonnasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kcpada Masyarakat (Lembarari Negara Republik 



Pengawasan. dan Pembina.an ten tang 

Negara Republik Indonesia .Nomor 6224); 

15. Perarurari Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran NegaraRepubliklndonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Rep'ublik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

Gubernur Sebagai Wa.kil Pemerintab 
Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambaban 

keuangan 
di Wilayah 

Indonesia 
Lembaran 

Kedudukan Serta Wewenang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 18, Tambahan Lembarari Negara Republik 
Indonesia Nornor 4972), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhfr dengan Peraturan Pcmcrintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tent.ang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tab.un 20]8 No:tnor L, 

Tambab.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah .Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Serta Kedudukan keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintab di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneeia Nomor 5107) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
terrtarig Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

13. Peraturan Perner'in uah Nomor 5 Ta.bun 2009 

ten tang Bantu an Keuangan Partai Politik 



Republik Pemerintah Daerah (Berita .Negara 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 62 
Tahun 2017 ten-tang Pengelornpokan Kemampuan 

Raricangan Peratu'ran Kepala: Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dari Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraruran Menteri Dalaro Negeri Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perarurari 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 52 Tahuu 
2012 Terrtarrg Pedoman Pengelolaan lnvestasi 

tentang Anggaran 
Daerah d ari 

Rancangan Peraturan Daerah 
Pendapatan dan Belanja 

Republik Indonesia nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6322); 

19. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 

Lembaran Negara 106, Tambahan Nomor 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 731 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lerobaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2017 



Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

22. Perarurari Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
20J 8 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran DaJam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimaria 
telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penlbahan 
atas Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tarrun 2020 Nomor 1777); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tab.un 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
A.nggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 888); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Talrun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraruran Daerah ten tang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Per-at ur a n Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan 
dan Belanja Da.er a h , dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Peru.bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 431); 



4. Saluan Kerja Perangkal Daerah. yang selanjutuya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan, Pemerintahan Daerah, 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang mernirnpin pelaksanaari urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

Dalam peraturan daerah iniyang dimak.sud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 

Pasal 1 

WALlKOTA KENDARr 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021 

Merietapkan 

Dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH 

KOTAKENDARI 

Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

Keuangan Daerah (Lembaran 

Kendari 'Tahun 2020 Nomor 

Pengelolaan 
Daerah Kota 
1, Tambahan 

Pokok-pokok tentang 2020 

26. Peraturan Daerah Kota, Kendari Nomor 3 Tahun 
201 7 ten tang I lak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Kertd ari; 

27. Peraturan Daerah Kota Kendari No;mor 8 Talauri 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab Kota Kendari Tahun 2017-2022 
{Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 2018 
Nomor 8); 

28. Per'atmrari Daerah Kota Kendari Nomor 1 'Tahun 



Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah'un Anggaran 2021 
semula sebesar Rp. 1.845.246. 7 4 l .2 l8,- bertambah/ (berkurangJ 
sebesar Rp. 206.254.228.455,- sehingga menjadt 
Rp. 2.051.500.969.673,- dengan rincian sebagai. berikut: 

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

13. Dana Cadangan adalab dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang lidak dapat dibebaokao 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam l (satu) tahun anggaran, 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisib lebih antara Pendapatan Daerah 
dan Belanja. 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah 
dan Belanja Daerah. 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalab 
selisib lebih realisasi penerimaan dan pcngeluaran anggaran selama 1 
(satu) periode anggaran. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkar 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 



62.889.602.592,- 

c. Lain-lain peridapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp. 40.370.800.000,- 
ZJ Bertam bah/ (berkurang) .._R,.,Pc.:..· --=2=2"-'. 5=18:.:.·:.::a8~0::..:2:.:.·.:::;5.:.9=2 ... - 
Jum.lah lain-lain pendapatan daerah yang 
sah setelah perubahan Rp. 

Pasal 3 
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana d.imaksud dalam. Pasal 
2, bersu.mber clad: 
a. Pendapatan asli daerab 

1) Semula Rp. 351.818.575.152,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 136.309.749.337 .- 
Jumlah pendapatan asli daerah setelab perubaban 

Rp. 488.128.324.489,- 
b. Pendapatan transfer 

1) Semula Rp. l.122.171.506.066,- 
2) Bertambah/(berkurang) Ro. (97.1.65.029.490,-) 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan 

Rp. l .025.006.476.576,- 

3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Seniula Rp. ·330.885.860.000,- 
2) Bertambab/(berku.rang) Rp. 144.590.706.016,- 
Jumlah penerirnaan pembi.ayaan setelab perubaha.n 

Rp. 475.476.566.016,- 
b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp. 10.001.254.959,- 
2) Berta.mbah/ {berkurang) Rp. 1.800.000.000,- 
JumJah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 11.801.254.959,- 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Rp. 463.675.311.057,­ 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubaha.n. 

R_p. 

Jumlah pendapatan daerah set.elah per'u bahan. 
Rp. l.576.024.403.657,- 

2. Bela.nja Daerah 
a. Semula Rp. 1 .835.245.486.259,- 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 204.454.228.455,- 
JUin.lah belarija daerah setelah perubahan 

Rp.2.039.699.714.714,- 

Rp. l.514.360.881.218,­ 
Rp. 61.663.522.439,- 

1. Pendapatan daerab 
a. Se-rnula 
b. Bertam.bah/ (berkurang) 



Jumlah transfer pemerintah pusat 
setelah perubahan Rp. 933.446.283.000,- 

b. Transfer antar daerah 
1) Semula Rp. 169.370.701.066,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (77.810.507.490,-l 
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan 

Rp. Yl.560.193.576,­ 
(3) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 
a. Pendapatan hibah 

1) Semula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 

b. Dana darurat 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/Iberkurangl Rp. 
Jumlah dana daruratsetelah perubahan, Rp. 

Rp. 952.800.805.000,­ 
Rp. (19.354.522.000,-l 

Pasal 4 

(1) Pendapatan as1i daerah sebagaimana diroaksud dalam Pasal 
3 huruf a, bersu.mber dari: 
a. Pajak daerah; 

1) Semu1a Rp. 242.694.915.152,- 
2) Bcrtambah/(berkurang) Rp. 42.994.496.589.- 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

Rp. 285.689.411.741,- 
b. Retribusi daerab; 

1) Semula Rp. 3l.167.100.000,- 
2) Bertambah/fberkurang) Rp. 2.380.700.000.- 
Jumlah retribuei daerab setelah perubahan 

Rp. 33.547 .800.000,- 
c, Hasil pengelolaan kekayaan daerab yang di pisahkan; 

1) Seroula Rp. 7.500.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 100.000.000,- 
Jumlah basil pengelolaan kekayaan 
daerah setclah perubahan Rp. 7.600.000.000,- 

d. Lairi-Iain pendapatan asli daerah yang sab; 
1) Sem.ula. Rp. 70.456.560.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 90.834.552.748,- 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah, setelab perubahan Rp. 161.291.112.748,- 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana diroaksud dalam Pasal 3 
hurufb, bersumber dari: 
a. Transfer pemerintah pusat 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 



b. Belanja barang dan jasa 
1) Serriu la Rp. 293.084.128.390,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 74.4J.0.65l.736.­ 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 

Rp. 367.494.780.126,- 
c. Belanja bunga 

1) Semula Rp. 1.113.500.001,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.072 .. 998.177 .- 
Jumlah belanja bunga setelah perubahan 

Rp. 12.186.498.178,- 

Pasal 6 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Paaal 5 
hurufa, terdiri atas: 
a. Belanja pegawa.i 

1) Semula Rp. 690.692.321.669,- 
2) Berta.mbah./(berkurang) Rp. (48.158.737.501.-l 
Jumlah belanja transfer setelah perubahan 

Rp. 642.533.584.168,- 

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan. 
Rp.50.000.000.000,- 

50.000.000.000,- Rp. 
Rp. 

c. Belanja tidak terduga; 
1) Semula 
2) Bertam bah/ (berkurang) 

Pasal 5 
Anggaran belanja daerah sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2, 
terdiri at.as: 
a. Bef anja operasional; 

1) Semula Rp.l.041.798.094.828.,- 
2] Bertambah/(berkurang) Rp. 6.524.459.090.- 
Jumlah belanja operaaiorial setelah perubahan 

Rp. l.048.322.553.9181- 

b. Belanja modal; 
1) Semula Rp. 743.447.391.431,- 
21 Berta.mbah/(berkurang) Ro. 197.929.769.365.- 
Jumlah belanja modal setelah peru bahan 

Rp. 941.377.160.796,- 

Rp. 62.889.602.592,- setelah perubahan 

c. Lain-lainpendapatan sesuaidengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
1) Semu.la Rp. 40.370.800.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.518.802.592,- 
Jumlah lain-lain pendapatan sesua.i dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 



(3) Belanja tidal< terduga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 
5 huruf c, terdiri atas belania tidak terduga, yaitu: 
a. Semula Rp. 50.000.000.000,- 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. ----- 

d. Belanja hibah 
1) Semula Rp. 48.0.59.244.768,­ 
Z) Bertambah/(berkurang) Rp. (24.349.053.322,-l 
Jurnlah belanja hibah setelah perubahan 

Rp. 23.710.191.446,- 
e. Belanja l;>antuan sosial 

1) Semula Rp. 8.848.900.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.451.400.000,-1 
Jumlab belanja bantuan sosial setelah peru bahan 

Rp. 2.397 .500.000,- 
(2) Belanja modal sebagaimana di.maksud dalam Pasal 5 huruf 

b, terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah 

1) Semula Rp. 29.659.099.340,- 
2} Bertambah/(berkurang) Rp. 34.501.719.838,­ 
Jumlah belanja modal tariah setelah perubahan 

Rp. 64.160.819.178,- 
b. Belanja modal peralatan dan mesin 

1) Semula Rp. 121.927.814.361,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.383.882.889,- 
Jumlah belanja modal peralatan setclah perubahan 

Rp. 129.311.697.250,- 
c, Belanja m.odal bangunan dan gedung 

1) Semula Rp. 269.604.304.082,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.919.685.640,­ 
Jumlah belanja modal bangunan 

dan gedung setelah perubahan Rp. 293.523.989.722,- 
d, Belanja modal jalan, jaririgan, dan irigasi 

1) Semula Rp. 317.543.823.653,- 
2) Bertambahyfberkurang] Rp. 129.275.670.498,­ 
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, 
dan jaringan setelah perubahan Rp. 446.819.494.151,- 

e. Belanja modal. aset tetap Iairrnya 
1) Semu!a Rp. 4.712.349.995,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.848.810.500,­ 
Jumlah belanja asset tctap lairmya 
setelah perubahan Rp. 7 .561.160.495,- 

f. Belanja modal aset tidak berwujud; 
1) Semula Rp. 
ZJ Bertambah/(berkurang) Rp. 

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah 
perubahan Rp. 



Pasal 8 
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dima.ksud dalarn Pasal 

7huruf a, terdirt atas: 
a. Sisa le bib perhltungan arrggaran tab un sebelumnya 

1) Semula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.249.706.016.­ 
Jumlah sisa lebib perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya setelah perubahan Rp. 101.249.706.016,- 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Semula Rp. 
2J Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlah pencairan dana cadangan 
setelah perubaban Rp. 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. 
2) Bertambab/(berkurang) Rp. 
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelab perubahan Rp. ----- 

Pasal 7 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, terd.iri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 330.885.860.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 144.590.706.016,- 
Jumlah penerimaan pembiayaao sete1ah perubahan 

Rp. 475.476.566.016,- 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

l} Semula Rp. 10.001.254.959,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.800.000.000.- 
Jumlab pengeluaran pembiayaan setelah peru baban 

Rp. 11.801.254.959,- 

b. Belanja bantuan keuangan. 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 
Jumlah belanja bantuan keuangan 
setelah perubahan Rp. 

Jum.lah belanja tidak terduga setelah perubahan 
Rp. 50.000.000.000,­ 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 5 
huruf d, terdiri atas: 
a, Belanja bagi basil 

1) Semula Rp. 
Z) Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan 

Rp. 



d. Penerimaan pinjaman daerah 
1) Semula Rp. 330.885.860.000,­ 
Z) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.341.000.000,­ 
.Jurnlah penerimaan pinjaman daerah 
setelah perubahan Rp. 374.226.860.000,- 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 
1.) Sernula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlab penerimaan kembali pemberian pinjaman 
daerah setelah perubahan Rp. ------ 

{2} Pengeluaran pembiayaan sebagaimaria climaksud dalam 
Pasal 7buruf b, terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan 

1) Semula Rp. 
Z) Bertambah/ {berkurang) Rp. ------ 
J umlah perobentukan dana cadangan setelah 
perubahan Rp. ------- 

b. Penyertaan modal daerah 
1) Scmula Rp. 1 .200.000.000,- 
2} Bertam.bah/(berkurang) Rp. 1.800.000.000,- 
Jum.lah penyertaan modal daerah setelah 
perubahan Rp. 3.000.000.000,- 

c, Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo 
1} Semula Rp. 8.801.254.959,- 
2) Bertambah/ (Berkurang) ~R~P=·-------­ 
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo setelab perubahan Rp. 8.801.254.959,- 

Pasal 9 
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 
peraturan Kepala Daerah, Pemerintab. Daerab dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan I atau 
pengeluaran rrielebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalarn Perubaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2021 
{l) Keadaan darurat sebagaim.ana dimaksud pada ayat {2) 

meliputi: 
a. Bencana alarn, bencana rrorr-afarrr, bencaria so si al 

dan/ atau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan perlolongan; dan/ atau 

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat merigganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Kebutuhan daerab dalam rangka Pelayanan Dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan bel.anja yang 
bersifat wajib; 



Pasal 11 
Walikota Kendari menetapkan perarur'an tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Iaridaaan 
operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana climaksud dalam pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang mernpakan bagian tid.ak terpisahkan da:ri 
Peraturan Dacrah Kota Kendari ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Di.klasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Larnpiran II Ringkasan Perubahan APBD yang DiklasiOkasi 
Mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Larnpiran 111 Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jeuis 
Pendapatan, Bclanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta 
Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan. 'Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 
Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VU Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran. VIl1 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan 
PPAS dengan Rancangan Perubahan APED; 

9. Lampiran TX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

10. Lam.piran X Laporan Keu angan Pemerintah Daerah yang telah 
clitetapkan dengan Peraruran Daerah; dan 

11. La.mpiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

c. Pengeluaran daerah yang berada diruar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan peru ndang- 
undangan; dan / atau Pengeluaran daerah lainnya 
yang apabila clitunda akan menimbulkan l<erugian 
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau 
masyarakat. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDA.RI PROVTNST SULAWESI 
TENGGARA TENTANG PERUBAl{AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturari Daerah Kota Kendari ini dengan penem.patannya dalarn 
Lembaran Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 
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